180 1 Renaissance NO. 1 VOL. 7 JANUARI 2022: 180-193

Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020
Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan
Keadilan Restoratif

Andri Kristanto
Magister Hukum FakultasHukum Universtas|siam Indonesia Y ogyakrta Indonesa
Jin. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Y ogyakrta Indonesia
andrimais@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze: first, the study of the Attorney General's Regulation No. 15 of
2020 on the Termination of Prosecution Based on Restorative Justice in the perspective of restorative
Justice itself; second, the mechanism for stopping prosecution based on restorative justice based on
the Prosecutor's Office Regulation No. 15 of 2020 has fulfilled the goal of protecting human rights.
This legal research uses a normative juridical approach. The results of the study conclude that first,
the findings of the data regarding the review of the Attorney General's Regulation No. 15 of 220 on the
Termination of Prosecution Based on Restorative Justice indicate that: a) Article 3 of the Regulation of
the Indonesian Attorney General's Regulation No. 15 of 2020 states that public prosecutors have the
authority to close cases for legal purposes. b) Article 4 states that the termination of prosecution is
carried out in the interests of the victim and other protected legal interests. c) Article 5 paragraph (5),
which states for criminal acts in paragraphs (3) and (4) do not apply in the case of a casuistic situation
which according to the consideration of the Public Prosecutor with the approval of the Head of the
Branch Office of the District Attorney or the Head of the District Attorney's Office cannot be
terminated. Second, the mechanism for implementing restorative justice in traffic accident cases
consists of a) peace efforts. namely the peace process is carried out voluntarily, with deliberation for
consensus, without pressure, coercion, and intimidation b) in the peace process there are two possible
mechanisms, namely rejected or successful. The implementation of the peace agreement is divided
into two ways, namely: 1) carried out by Payment of Compensation 2) carried out by doing something

Key Words: Authority; attorney general’s requlation; restorative justice

Abstrak

Tujuan dalam penelitian ini untuk menganalisis: pertama, kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun
2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam perspektif restoratif justice.
Kedua, mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Jaksa
Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia.
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan,
pertama, temuan data mengenai kajian peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 220 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa: a) dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan
RI'No 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum.
b) Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan
hukum lain yang dilindungi. c) Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4)
tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan
persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan
penuntutan. Kedua, mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri
dari a) upaya perdamaian. yaitu proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk
mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi b) dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan
dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua
cara yaitu: 1) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi 2) dilakukan dengan melakukan sesuatu.

Kata-kata Kunci: Wewenang; kejaksaan agung; keadilan restoratif
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Pendahuluan

Dalam perkembangan hukum pidana di kenal istilah keadilan restorative.
Perkembangan ini di karenakan sistem restributif yang selama iani diterapkan
ternyata tidak sepenuhnya dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat
Hukum pidana menurut keadilan retributif adalah orientasi keadilan ditujukan
kepada pelanggar dan semata-mata karena pelanggaran hukumnya, pelanggaran
terhadap hukum pidana adalah melanggar hak negara sehingga korban kejahatan
adalah negara, sehingga konsep retributive justice yang tidak memberikan tempat
terhadap perlindungan terhadap korban. Mengingat korban tindak pidana tidak
hanya dapat mengalami kerugian materiil melainkan sangat dimungkinkan
mengalami kerugian immateriil.

Pengertian dari keadilan restoratif atau restorative justice adalah upaya untuk
memberikan suatu pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin
dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak
pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan
maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya
perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya
persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.! Diharapkan dengan
pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu keadilan ini adalah suatu proses dimana
semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama
memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya dimasa yang akan dating.

Dalam hal lain, penerapan restorative justice untuk penyelesaian kasus tindak
pidana kecelakaan lalu lintas sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.
Penerapan restorative justice sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia
dalam penyelesaian perkara pidana, di dasarkan atas beberapa kebijakan yaitu:
pertama, kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan
kesempatan khususnya bagi korban (criminal justice system that disempowers
individu); kedua, menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban
dan masyarakat (taking away the conflict from them); ketiga, fakta bahwa perasaan
ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus di atasi
untuk mencapai perbaikan (in orderto achievereparation).?

Akibat hukum dari kecelakaan lalu lintas adalah adanya sanksi pidana bagi
si pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut dan

dapat pula disertai tuntutan perdata atas kerugian material yang ditimbulkan.

! Hanafi Arief, dkk, “Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”,
Jurnal AI’Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018, hlm. 1.

2 Ivo Aertsen, et, al, “Restorative Justice and the Active victim: Exploring the Concept of
Empowerment”, Journal TEMIDA, 2011, hlm. 8-9.
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Tuntutan pidana ini sejalan dengan sesuai dengan pernyataan Hamzah, bahwa
dalam berbagai macam kesalahan, dimana orang yang berbuat salah
menimbulkan kerugian pada orang lain, maka ia harus membayar ganti
kerugian.? Berdasarkan pendekatan hukum restorative sanksi pidana bagi si
pembuat atau penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut tidak
sepenuhnya tepat. Pendekatan restorative justice merupakan ”“suatu pendekatan
yang lebih menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi
pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, mekanisme dan tata acara dan
peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog
dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan dan penyelesaian dalam perkara
tindak pidana Pelanggaran Lalu Lintas yang lebih adil dan seimbang bagi pihak
korban dan pelaku.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan dalam tata
susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan berwenang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Dalam melakukan
penuntutan, jaksa bertindak untuk dan atas nama negara bertanggung jawab
menurut saluran hierarki. Dalam melakukan penuntutan, jaksa harus memiliki
alat bukti yang sah, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa. Sebagai pelaksana perannya, dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-
norma keagamaan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan,
hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan sebagai pihak
yang berwenang dalam tahap penuntutan, diharapkan dalam membuat dakwaan
dapat memberikan efek jera pada pelaku dengan hukuman yang didakwakan
oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tetap memenuhi hak-hak pelaku. >

Dalam Perja No. 15/2020 memuat mengenai kewenangan Jaksa untuk
menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan
dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice)
merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali
banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif,
korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian
dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian

korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana.

3 Dalam Rizki Prananda Tambunan, Jurnal tentang Tinjanan Yuridis Terhadap Penerapan Konsep Restorative
Justice Dalam Kecelakaan Lalu Lintas, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2014. hlm. 14

4 Wulandari, C.. Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mediasi Penal: AccessTo Justice di Tingkat
Kepolisian, Jurnal HUMANI Hukum Dan Masyarakat Madanz, 8 (1), 94, 2018, hlm. 1.

5 Ishaq, Dasar-Dasar Imn Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 9
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Salah satu kasus tindak pidana lalu lintas yang ditangani oleh pihak
kejaksaan Sleman dengan prinsip restorative justice diantaranya adalah perkara
tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya
mengakibatkan Kecelaksaan Lalu Lintas dengan korban luka berat a.n tersangka
Penta Wijaya. Dalam penanganannya, melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi
Daerah Istimewa Yogyakarta No. 540/M.4/Eku.2/02/2021. Kasus tersebut
kemudian dilakukan penghentian penyelidikan kemudian membuat kesepakatan
pedamaian setelah emenuhan kewajiban dilaksanakan atau proses perdamaian
berhasil dilaksanakan tanpa syarat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat diketahui bahwa penelitian
mengenai implementasi kejaksanaan melalui keadilan restorative dalam
penanganan tindak pidana lalu lintas perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk
merumuskan apa yangs seharusnya dilakukan oleh pihak kejaksanaan dalam
penanganan tindak pidana restoratif. Sepanjang penelusuran kepustakaan yang
dilakukan oleh peneliti, belum pernah ditemukan adanya penelitian mengenai
penerapan rekonstruksi hukum terhadap pelaksanaan restorative justive dalam

tindak pidana lalu lintas untuk memenuhi hukum asasi manusia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian
ini yaitu, pertama, bagaimana kajian Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun 2020
tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam
perspektif restoratif justice? Kedua, apakah penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratife berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini
yaitu untuk menganalisis: pertama, kajian Peraturan Jaksa Agung No. 15 Tahun
2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam
perspektif restoratif justice; Kedua, mekanisme penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratife berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15

Tahun 2020 tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Metode Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.
Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Data yang diambil untuk penelitian
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ini bersifat kualitatif yaitu data yang bukan berbentuk angka yang dapat
diperoleh dari bahan tertulis berupa undang-undang, dokumen, buku, atau
segala hal berbentuk ungkapan verbal. Teknik analisa data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif (interactive model of analysis).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian
Penuntutan Berdasarkan Perspektif Restoratif Justice

Saat ini, praktik semua institusi penegakan hukum di Indonesia baik
Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah
mengadopsi prinsip keadilan restorative sebagai salah satu cara untuk
menyelesaikan suatu perkara pidana. Pada 2012 keempat lembaga ini membuat
sebuah kesepakatan bersama yakni Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah
Agung Republik Indonesia, MenteriHukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 131/KMS/SKB/X /2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02
Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012 tanggal 17
Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak
Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat Serta Penerapan
Keadilan Restoratif.¢

Prinsip keadilan restoratif adalah salah satu prinsip penegakan hukum
dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan
sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan
kebijakan (peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung)
namun pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih belum
optimal Adapun peraturan mahkamah agung dan surat edaran mahkamah agung
tersebut adalah”:

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda
Dalam KUHP

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana
Anak

¢ Gani, Nur Salwiyani, Fitriana, A. Dian, Sila, Anugrahwati M., Fitriani, R., Yuliarti, Astinana, Thalib,
Fajar, Hermansyah, Bambang, Aslam, Muhammad, Sahid, Muhammad, & Umar, Nugrah Juniar, (2020). Covid
19 Dalam Bingkai Komunikasi. IAIN Parepare Nusantara Press.

7 Penerapan restorative justice di lingkungan peradilan umum, Lampiran Surat Keputusan Jenderal Badan
Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS00/12/2020, 22 Desember 2020 tentang Penerapan Restorative Justice
di Peradilan Umum
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3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan
Hukum.

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010
tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan
Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan
Rehabilitasi Sosial

5. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun
2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam
Lembaga Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial.

Setelah disepakatinya Nota Kesepakatan Bersama, Mahkamah Agung,
Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia membuat peraturan lebih
lanjut untuk masing-masing institusi sebagai pedoman penyelesaian perkara
pidana dengan prinsip keadilan restoratif, antara lain3:

1) Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
SE/8/VI1/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam
Penyelesaian Perkara Pidana (SE Kapolri 8/2018”);

2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri 6/2019);

3) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Perkejaksaan
15/2020; dan Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan
Keadilan Restoratif (Kepdirjenbadilum 1691 /2020).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 tentang
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya
disebut dengan Perja No. 15 Tahun 2020 dengan jelas memuat bagaimana
keadilan restoratif berupaya melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam
proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Dalam pelaksanaan pendekata
keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 ini
terlihat bahwa peraturan tersebut menitikberatkan pada kesepakatan perdamaian
antara pelaku dan korban dan bagaimana kemudian hukum acara mengakui
keberadaan kesepakatan perdamaian tersebut sebagai kesepakatan yang memiliki
kekuatan hukum. Sebagaimana infestasi konkrit dari sebuah paradigma
pemidanaan bukan untuk pembalasan melainkan sebagai pemulihan, Kejaksaan
melakukan langkah strategis dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan RI

Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan

8 Ibid.
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Restoratif yang diundangkan tepat pada Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) 22 Juli
2020.

Dalam hal lain, Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020 juga memuat
mengenai pembatasan pelaksanaan keadilan restoratif sehingga tidak hanya
diartikan sebagai sebatas sebuah kesepakatan perdamaian karena jika demikian
proses yang berjalan justru akan terjebak pada sebatas menjalankan fungsi secara
prosedur saja sehingga kebenaran (khususnya kebenaran materil) dan keadilan
tidak dapat tercapai. ® Peraturan ini juga dianggap sebagai substansi hukum (legal
substance) diformulasikan untuk mengeliminasi paham rigid positivistik dengan
lebih mengedepankan hukum progresif berlabel keadilan restoratif (restorative
justice). Adapun keadilan restoratif merupakan penyelesaian perkara tindak
pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak
lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. 10

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perja Nomor 15 Tahun 2020, kewenangan
Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif
dilakukan dengan memperhatikan:

a. kepentingan Korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi;
b. penghindaran stigma negatif;

c. penghindaran pembalasan;

d. respon dan keharmonisan masyarakat; dan

e. kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Selain hal tersebut di atas, Penuntut Umum dalam Penghentian penuntutan
berdasarkan Keadilan Restoratif juga dilakukan dengan mempertimbangkan:

a. subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;

. latar belakang terjadinya dilakukannya tindak pidana;
tingkat ketercelaan;

. kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
cost and benefit penanganan perkara;
pemulihan kembali pada keadaan semula; dan

. adanya perdamaian antara Korban dan Tersangka.

®w e a0 o

Adanya Perja No. 15/2020 yang memberikan kewenangan Jaksa untuk
menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif menjadi terobosan
dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif (restorative justice)
merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali
banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif,

® Mahendra, Adam Prima, “Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif”,
Jurnal Jurist-Diction, 3(4), 2020, hlm. 1153-1178.
10 Ibid.
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korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian
dengan mengedepankan win-win solution, dan menitikberatkan agar kerugian
korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana. Secara
normatif, sistem peradilan pidana ditujukan untuk law enforcement (penegakan
hukum). Sistem tersebut sistem tersebut pajak operasional ketentuan perundang-
undangan agar dapat mengatasi kriminalitas untuk menghasilkan kepastian
hukum. Implementasi social defense dapat difasilitasi oleh sistem peradilan pidana
demi mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik. Aspek sosial yang
berasaskan manfaat (expediency) seharusnya dapat diperhatikan oleh sistem
peradilan pidana 7. Sistem peradilan pidana ini dimaksudkan adalah mengurangi
residivisme dan kejahatan dalam jangka pendek. Sedangkan untuk jangka
panjang, sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk menciptakan kesejahteraan
sosial yang lebih baik di masa depan. Jika tujuan tersebut tidak dapat terwujud
maka ada ketidakwajaran dalam sistem peradilan yang sudah dijalankan

Pemenuhan Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Mekanisme
Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Berdasarkan
Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020

Permasalahan pelaksanaan HAM menjadi isu yang menjadi tuntutan serius
bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi
warganegara dan penduduk tanpa diskriminasi. Perlindungan HAM selalu
berkaitan dengan seberapa jauh pelaksanaan pemerintah negara dalam
memperhatikan hak-hak warga negara (hak warga sipil). Oleh karenanya
memperhatikan prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan sistem hukum menjadi
indikator yang dapat menjadi acuan adalah tersedianya instrumen negara dalam
melindungi dan menghargai HAM.11

Sejak 2012, keadilan retoratif telah digaungkan sebagai bentuk pemenuhan
keadilan kejahatan pidana yang selama ini. Kebijakan ini sebenarnya di dasari
oleh pemahaman bahwa keadilan restoratif merupakan pendekatan hukum
pidana yang berbeda. Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga
napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan
korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada
model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan keadilan
restoratif ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya

sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan.

1 Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen
UUD 1945 Tabun 2002, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 1.
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Sehingga pada akhirnya Restorative Justice memberi perhatian sekaligus pada
kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.!?

Restoratif Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia
untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang
komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan
para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu
perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan
sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.!®> Penyelesaian
perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang
menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku,
korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang
mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah keadilan restoratif. 14

Jaksa sebagai salah satu aparatur negara yang diberi tugas dan wewenang
oleh undang-undang wuntuk melaksanakan penegakan hukum. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya, Jaksa diorganisasikan dalam suatu lembaga
yang diberi nama Kejaksaan Republik Indonesia atau dapat disebut Kejaksaan.
Tugas utama Kejaksaan yang dilaksanakan oleh Jaksa ialah melakukan
penuntutan perkara pidana.’> Dalam melaksanakan peran Jaksa dalam
menegakkan keadilan restorative dilakukan melalui wewenang Jaksa untuk
menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara diajukan ke pengadilan dan pasal
apa yang didakwakan. Bahkan Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan
berdasarkan opurtunitas atau asas kebijaksanaan menuntut. Asas inilah yang
menjadi dasar bagi Jaksa untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan
dengan menggunkan pendekatan keadilan restoratif.

Penghentian penuntutan dalam keadilan restoratif ini kemudian lebih
dilindungi dengan membentuk payung hukum. Pedoman untuk melakukan
penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terdapat dalam
Perkejaksaan 15/2020. Dalam Perkejaksaan 15/2020, penghentian penuntutan
berdasarkan keadilan restoratif merupakan bagian dari kewenangan penuntut
umum untuk menutup perkara demi kepentingan umum, lebihkhusus lagi adalah
dengan alasan telah adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (afdoening
buiten process).16

12 Ibid

13 D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia,
Indie-Publishing, Depok, 2011, hlm. 4

4 1bid

> Andi Hamzah, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice, Jala

16 https://fip-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia
diakses pada 15 September 2021
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Kebijakan ini menjadi krusial mengingat kejaksaan (Jaksa) memiliki posisi
dan peran strategis dalam proses penegakan hukum dalam bingkai sistem
perdilan pidana terpadu sebagai master of process/dominus litis yang salah satu
fungsinya menyaring sebuah perkara pidana dan menentukan perlu tidaknya
sebuah perkara pidana diteruskan kepersidangan dengan mempertimbangkan
tujuan hukum.!” Oleh karenanya, pelaksanaan keadilan restorative seharusnya
memberikan pemulihan dan dialog yang dibangun dengan saling menghormati
antar pihak.

Dimaksud dengan penuntut umum sebagai fasilitator maka diatur dalam
Pasal 9 Perja R] yang menjelaskan bahwa fasilitator memiliki beberapa tugas,
yaitu:

a. untuk melakukan upaya perdamaian yang merupakan penawaran proses
penghentian penuntut berdasarkan pelaksanaan keadilan restorative.

b. Menjadi pemandu dari proses perdamaian antara korban dan terdakwa

c. Membuat kesepakatan perdamaian melakukan pengawasan perdamaian,
melakukan pengawasan pelaksanaan perdamaian

d. Menghentikan/meneruskan perkara sesuai dengan hasil proses
perdamaian dan pelaksanaan perdamaian.

Hal lain yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan keadilan restorative
adalah adanya syarat pokok yang harus terpenuhi, diantaranya adalah:

a. Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana

b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan
pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun

c. Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian
yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00.

Adapun perluasan syarat pelaksanaan keadilan restorative adalah:
a. Apabila tindak pidana terkait harta benda maka syarat ancaman pidana
diperluas, maka syarat nilai BB/kerugian membatasi
b. Apabila tindak pidana terkait dengan orang, tubuh, nyawa atau kemerdekaan
maka syarakat nilai BB/kerugian dapat diperluas
c. Apabila tindak pidana terkait dengan kelalaian maka syarat ancaman pidana
dan nilai BB/kerugian dapat diperluas
Perdamaian yang diatur lebih jauh dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut
umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara
sah dan patutdengan menyebutkan alasan pemanggilan (Pasal 7 jo. Pasal 8
Perkejaksaan 15/2020). Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan
musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (Pasal 9

17 http:/ / pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1025
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Perkejaksaan 15/2020). Dalam hal proses perdamaian tercapai, korban dan
tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan penuntut
umum (Pasal 10 Perkejaksaan 15/2020).18

Selain syarat dan prinsip diperbolehkan pelaksanaan keadilan restorative,
maka juga diatur mengenai perkecualian pelaksanaan keadilan restorative yaitu
dalam Pasal 5 ayat (8) yaitu Penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan
Restoratif dikecualikan untuk perkara: (a) tindak pidana terhadap keamanan
negara, martabat Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat, kepala negara
sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan; (b) tindak pidana yang
diancam dengan ancaman pidana minimal; (c) tindak pidana narkotika; (d) tindak
pidana lingkungan hidup; dan (e) tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Adapun tata cara pelaksanaan perdamaian seperti yang termuat dalam
Pasal 10-15 Perja R]. Dimana secara umum maka pelaksanaan keadilan restorative
dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu:

a. upaya perdamaian.
b. proses perdamaian
c. pelaksanaan kesepakatan perdamaian”.

Pelaksanaan perdamaian sendiri terbagi dalam dua cara yaitu:
1. Dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi
Proses pembuktian dapat dilakukan dengan kwitansi dari korban dan
diperkuat dengan bukti transfer ataupun keterangan saksi / korban
2. Dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu
Proses Pembuktian dengan melihat secara langsung proses pelaksanaan,
informasi dari saksi ataupun bukti foto/video

Dalam pelaksanaan kesepakatan juga memuat mengenai adendum
perjanjian yaitu diberikan kepadatersangka dengan keadaan ketika pelaku sudah
berusaha keras untuk memenuhi kesepakatan ternyata tidak dapat melaksanakan
tetapi dengan itikad baik seperti walaupun sudah berusaha tidak dapat
menyelesaikan kewajiban secara tuntas. Proses adendum pernjanjian tetap harus
mendapatkan persetujuan korban. Terhadap perjanjian perdamaian dapat
dilakukan perubahan pasal tertentu ataupun bila korban mengizinkan dapat
melakukan dengan beberapa syarat.

Berdasarkan uraian di atas maka pemenuhan HAM dalam keadilan
restoratife dapat terpenuhi apabila pelaksanaan keadilan berfokus terhadap pada
pemulihan korban. Dengan kata lain, prinsip HAM dalam Keadilan yang
mengedepankan pemulihan kerugian yang diderita korban, tidak lagi fokus pada

18 1bid
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penghukuman pelaku. Dalam hal ini, Kejaksaan menjadi mediator ataupun
fasilitator dalam memulihkan kerugian korban sebagaimana tanggungjawab
negara dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap korban tindak pidana

Selanjutnya untuk memenuhi HAM, maka pelaksanaan keadilan restoratife
juga harus memandang perkembangan selanjutkan di masyarakat internasional,
meskipun banyak rekomendasi terhadap penerapan yang berlandaskan justpeace
principal sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya namun juga ternyata kritik
terhadap konsep ini juga mulai muncul yang kemudian menawarkan konsep
hybrid restorative justice sebagai alternatif baru. Konsep ini berupaya mengatasi
mengatasi kelemahan ada pada konsep restorative justice yang (classic restorative
justice) seperti resiko sewenang-wenangan daam proses mediasi karena ada posisi
tawar yang tidak seimbang antara pelaku dan korban resiko tuduhan lebih buruk
pada pelaku (exacerbating judice) serta resiko sakit hati yang lebih buruk
(aggravated) dengan adanya keterlibatan banyak pihak penelitiaan yang
mengklaim restoratife sebagai cara terbaaik menyatakan bahwa penyelesaian
sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif yang ditawarkan
restoratif klasikal melalui mediasi para stakeholder potensiap menempatkan pihak
korban yang miskin dan tidak memiliki kekuasaan pada posisi yang lemah
sehingga cenderung dirugikan. Konsep hybrid restorative justice yang menghindari
pemenjaraan pelaku. Konsep hybrid restorative justice masih mempertahankan
pemenjaraan tetapi pemenjaraan padatempat khusus dan berfokus pada edukasi

dan rehabilitasi.?®

Penutup

Berdasarkan identifikasi mekanisme pelaksanaan keadilan restorative
berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif maka dapat dilihat bahwa keadilan restoratife
merupakan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan tanpa melalui jalur
sistem peradilan pidana, tetapi dengan melibat-kan korban, pelaku dan pihak
ketiga sebagai mediator yang dilaku-kan secara musyawarat untuk mencapai
penyelesaian yang bersifat win-win solution. Penyelesaian perkara pidana
kecelakaan lalu lintas melalui keadilan restorative sebenarnya telah memenuhi.

Disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020
menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan
hukum. Yang dimaksud kepentingan umum itu meliputi terdakwa meninggal,

kedaluwarsanya penuntutan pidana, dan telah ada putusan pengadilan

19 Sefriani, “Urgensi Rekonseptualisasi Dan Legislasi Keadilan Restorative di Indoensia”, Jurnal
Rechvinding, Volume 2 No. 2 2013.
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berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama. Sementara
Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban
dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Lalu, penghindaran stigma negatif,
penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta
kesusilaan dan ketertiban umum

Salah satu yang menjadi kelemahan dalam Perja ini adalah kepastian hukum
yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana
ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut
pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan
Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan.
Sedangkan dalam Perja ini sendiri tidak ada informasi terkaitapa parameter yang
digunakan Penuntut Umum dalam memutuskan suatu kasus perkara pidana
terdapat kasuistikatau tidak, sehingga jika merujuk pada pasal ini ukuran kasus
seperti apa yang bisa atau tidak bisa dihentikan berdasarkan Keadilan Restoratif
masih belum pasti. Maka dari itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadicelah untuk
masalah dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4).

Hasil temuan mengenai mekanisme penghentian penuntutan berdasarkan
keadilan restoratife berdasarkan Peraturan Jaksa Kejaksaan No. 15 Tahun 2020
tersebut telah memenuhi tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia. Temuan data
menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan keadilan restoratife dalam kasus
kecelakaan lalu lintas terdiri dari tiga tahap yaitu (1) upaya perdamaian dimana
termuat dalam Pasal 9 Perja R] dalam ayat (1) yaitu Proses perdamaian dilakukan
secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan,
dan intimidasi (2) proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 10 Perja R]. Dalam
proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak
atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda
sesuai dengan Pasal 11 dan 12 Perja R] 93) pelaksanaan kesepakatan perdamaian
yang terbagi dalam dua cara yaitu (a) dilakukan dengan Pembayaran Ganti Rugi
(b) dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu

Salah satu rekomendasi terhadap penerapan restorative justice yang
berlandaskan HAM adalah konsep hybrid restorative justice. Konsep ini berupaya
mengatasi mengatasi kelemahan ada pada konsep restorative justice yang (classic
restorative justice) seperti resiko sewenang-wenangan daam proses mediasi karena
ada posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku dan korban resiko tuduhan
lebih buruk pada pelaku (exacerbating judice) serta resiko sakit hati yang lebih
buruk (aggravated) dengan adanya keterlibatan banyak pihak penelitiaan yang
mengklaim restorative sebagai cara terbaaik menyatakan bahwa penyelesaian

sengketa menyatakan bahwa penyelesaian sengketa alternatif.
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